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ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perencanaan pembangunan daerah, perlu disusun
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun
2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka
menengah yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Pontianak Tahun 2025-2029. Peraturan Wali Kota
ini mengatur tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, dan
indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang diarahkan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
serta pemberdayaan masyarakat secara terarah,
terukur, efektif, dan berkelanjutan. Selain itu,
Renstra ini juga menjadi pedoman dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat
daerah guna mendukung terwujudnya keluarga
berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan anak,
serta masyarakat yang berdaya dan inklusif. Dengan
demikian, Peraturan Wali Kota ini ditetapkan
sebagai pedoman bagi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama
periode Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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